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DENGAN RAHMA,I TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORA"IA,

bahwa dale rn rangka mengoptimalkan pelayanan
kepada masyarakat, pegawai Aparatur Sipil Negara
Kabupaten Tana Toraja dituntut untuk
m.eningkatkan disiplin, produktifrtas dan kinerja,
termasuk kepatuhan terhadap ketentuan hari dan
jam ke{a pegawai;

bahwa . berdasarkan pemantauan selama
pelaksanaal penerapan 5 (lirma) hari keq'a dalam
satu rringgu yang dilaksanakanr selarna 19 bulan
terakhir, tingkat kepatuhan pegawai ASN di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
terhadap ketentuan hari dan jarn kerja pegawai
menurun;
bahwa Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 15
Tahun 2OL6 tentarag ketentuan hari dan jam kerja
pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tana Tora-ja sudah tidak sesuai lagl dengan
kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
sehingga perlu diganti;

n sebagairnan:o. 1

b dan huruf c, /
ati Tana Torajay'

tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daeral.-daerah Tingkat tr Di
Sulawesi; (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Ta-mbahan I-mbaran-
Negara Repubtik Indonesia 1a221; q-
Undang-Undang Nomor 12 Tal.un 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523!;
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3. Undang-UndangNomor 5 Tahun 2Ol4 t€ntang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tal-un 2Ol4 Nomor 6,
Ta rnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9al;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daeralr (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomot 244, Tambahan
Irembaran Negara Republik Indonesia Nornor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 201'4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;

5. Undang-undang Nomor 3O Tahun 2O14 tentang
Adrninistrasi Pemerintahan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tal.un 2Ol4 Nomor 292,
Tannbahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 560f );

6. Peraturan Pemerintatr Nomor 32 Tahun 1950
tenta.ng Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang Tal.un 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15
(Berita Negara Republik Indonesia tanggal L4
Agustus 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Irmbaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5135);

8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995
tentang Hari Keda di Linglungan Iernbaga
Pemerintah;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman
Peleksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga
Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun
2OLS tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2O16 tentang
Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah. ,h

MEMUTUSKAN:
---\

PERATURAI{ BUPATI TENTANG KETENTU-AN HARI
DAN JAM KER"IA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KAETUPATEN TANA TORA.IA.

Menetapkan:
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urus€rn
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati addah Bupati Tana Toraja'

4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat oPD 
- 
adalah

uniur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Daerah-

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN

aa;]af, peiawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
ke{a yang diangkaioleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
datam suatu.labatan pemerintahan atau diserahi tu8as negara lainnya dart

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan-
7. Jil kerja adalah masa atau waktu melaksanakan pekerjaan bagi ASN

dalam wal<tu 37,5 jam seminggu.
g. Hari kerja adalah walrhr/jam bagi ASN dalam melaksanakan tugas

pelayanan publik dan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1) Hari kerja pegawai

BAB II
HARI DAN JAM KER.IA

Pasal 2

pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana

Toraja ditetapkan 6 (enam) hari keda Yaitu mulai Senin sampai d
Sabtu dengan jumlah jam kerja efektif selama 37,5 jam per minggu.

ana dimaksud Pada aYat (1) Yaitu
an Penataan Ruang,
pada Satuan Polisi
pemungut retribusi

pada Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwi
medis yang bertugas memberikan pelayanan
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)' UPTD,
(PUSKESMAS), dan Lembaga Pendidikan Formd'

(3) Untuk pengaturan hari dan jam kerja pegawai sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 ditetapkan dengan keputusan Kepala OPD bersangkutaqt

dengan tetap memperhatikan jumlah jam kerja efektif per minggu' 'ry
(4) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
' ' dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi. kedinasan

aan -tiaat boleh dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan lain di luar
kedinasan.
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Pasal 4

Selama jam kerja para pegawai diw4jibkan memakai Pakaian Dinas lengkap
dengan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Hari dan jam ke{a sebagaimana dimaksud dalam Pasal
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Hari Senin sampai dengan hari Ihmis hadir dari pukul 07.30
dengan pukul 14.3O WITA; dan

b. Hari Jumat hadir dari pukul 07.30 WITA sampai dengan
WITA;

c. Hari Sabtu hadir dari pukul 07.30 WITA sampai dengan
WITA;

2 ayat (ll,

WITA sampai

pukul 11.30

pukul 13.00

BAB IiI
APEL

Pasal 5

BAB TV

PENGELOLAAN DAF-TAR HADIR

Pasal 7

(1) Setiap pegawai wajib mengisi daftar hadir setiap hari kerja di lingkungan

(1) Setiap hari kerja seluruh pegawai diwajibkan untuk mengikuti apel pagi' ' padajam masuk keq'a dan apel sore pada jam pulang kerja di lingkungan
masing-masing OPD.

(2) Selain apel pagr sebagaimana dimaksud pada ayat (U, pqdt hari senin
setiap minggu 

- dilaksanatan apel gabungan yang diikuti oleh seluruh
pegawai dari OPD. I

(3) Apel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (21. drlak*nakanl' ' 
apabila mimenuhi kondisi ideal yaitu kondisi cuaca cerah dan tersedia-
lapangan / tempat pelaksanaan apel yang memadai.

(4) Tata cara apel ditaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 6

Selain mengikuti apel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, seluruh pegawai

diwajibkan mengikuti upacara hari besar nasional, apel hari kesadaran

nasional dan upacara hari besar lainnya.

OPD masing- masing. ry
(2) Setiap pegawai wajib melaksanakan apel sebagaimana dimaksud. dalam' ' pasal 5- dEngan mengisi daftar hadir apel setiap hari keda di lingkungan

OPD masing-masing.
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Pasal 8

Pengisian daftar hadir pegawai yang tidak hadir atau tidak mengikuti apel
sebagai berikut:

a. S (Sakit) yalg dibuktikan dengan surat keteranganDokter;

b. I (Izin) yang dibuktikan dengan surat izin;

c. TL (Tugas Luar) yang dibuktikar dengan surat tugas;

d. C (cuti) yang dibuktikan dengan surat izin cuti;

e. TB (Tugas Belajar) yang dibuktikan dengan surat tugas belajar; dan

f. TK (Tanpa Keterangan) tanpa diketahui alasan yang sa}l.

Pasal 9

Kepala oPD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kehadiran pegawai
pada jam ke{a dan apel kepada Bupati melalui Kepala OPD yang membidangi
i,,gaj t.p.g"*atan danl atau OPD yang diberi mandat/kewenangan oleh

Bupati pada setiap akhir bulan.

Pasal 10

Pengisian daftar hadir pegawai dapat menggunakan peralatan elektronik
dalin rangka mengefektifkan dan mengefisienkan serta meningkatkan
objektifrtas data tentang kehadiran pegawai pada apel dan hari ke{a'

BAB V
PEMBI,AYAAN

Pasal

Segala biaya yang timbul dengan d
dibebankan pada Anggaran dan Pendap

Tor4ia.

BAB VI

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 12

(1)SetiapKepalaoPDbaiksecaralangsungma.upunberjenjangwajib' ' 
melai<ukan pengawasan mengenai pelaksanaan ketentuan hari dan jam
keda terhadip pigawai di lingkungan kerjanya masing-masing'

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan hari dan jam kerja dapat dikenai sanksi' 
"""r"f-d..rgan 

teteniian feraturan perund-ang-unaaogar'' q

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasa,l 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati'



pasal 14
Pada saat peraturan Bupati ini murai berlaku, peraturan Bupati rana Tora.iaNomor 15 Tahun 2016 tentang Ketentuan ff"ri O, Jam Kerja pegawai Di
o:lffi:*, 

pemerintah Kabupa-ten rr""i".a,;aicabut dan ainyataran uaar
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Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlalu pada tanggal diundangkan.

lcar selrap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Pup?ti ini dengan penempatannya dalam Berita b".;J-K"il;"tJ.r*rro"
Tor4ia.

Ditetapkan di Makale
19 Febr.uari 20 18
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SB NGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 1! Februa.rl @18

Plt. ARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORA.IA,
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\- BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORA.IA TAHUN 2018
NOMOR 03


